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2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oc.;Ka
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik
Indonesia NomOI' 5495);

1. Undang-Undang Nomor 27 Ta.huTl 1959 tentang
Pcnetapan Undang-Undaug Darurat Nemer 3 Tahun
lYb3 tcntang Pembentukan Daerah 'rtngka; 11 ~It
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Nc:gara
Republik Indonesia Nornor 2756) ecbagai Undang­
Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nornor '72, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 1820):

Mengingat

b, bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimanu
riim:..kRlJcl dslsm huruf a, perlu menerspkan Peraruran
Dupati Hul'!.l S'l.mgai Utarn 1~T1I::tTlP' I"flMJhahan atas
Peraturan Bupati Httltt ::iLUlgai Utara Nomor 4 Tahun
2018 tentang Struktur Organisasi dun Tutu Keljo.
Pemerintah Desa sertn Pengangkatan dan
Pcmbcrhcnnan Perangkut Desa;

a, bahwa dalam rangka penvernpurnuun pclaksanaan
Pengangkatan dan Pernbcrhcntian Pcrang!cat np,tlll III

lingkungan Pcmcrintah Kabupaten Ilulu Sl.1np:aiUtero,
pcrlu mclakukan pcrubuillm ~eroturrul Bupati Ilulu
SWlli\cUUtara Nomor 4 Tahun 2018 I.cllUuJM8ll ~lll1llt

!J"~EUlis(\si, "'"Igt\t. d:ln Fungsi UI:III TuLU Kt'lj~\
Pcmcrintah Desa ~.•erta Pengangkatan dan
Pcmberhenrisn Perangkat Dcsa;

Menirnbang

DENQANRABMAT Tl1JIA.N YANG MARA ESA

BUPATI HULU S'O'NOAI VTARA,

PERUBAHAN ATAB PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANI8A81 DAN TATA KER.1A

PEM"ltR1NTAB DESA SERTA PENGANOKATAN DAN
PlIlMBERHENTIAN PERANOKAT DItSA

PERATURAN BUPATI HIJLU SUl'fGAJ UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

, ,

TENTANG



"~HIIU"U:'U IAlIUN 2010Nn /4
rro:. KRVflAH.N ~l11rIl~VI

8. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2U1b
lentang Suaunan OrganiKOlRi dan Tata Kerin Pemcrintah
Desa [Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

7 P....r':cJlu r:i n Mel)teri Dalarn Ncgeri Nornur 83 'ro hun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Dcsa (Bento Negora Republik tndoncsia Tahun 2016
Notnor 5). QOMgaimlol.,1oI t:el:ili diubah rltmWIll
Peraturun Menteri Dalam Negeri Nornor 67 TahuJ'l.2017
tentang Perubahan alas Peraturan Ment.eri DaJam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatnn
dan Pemberhentian Pcrangkat Desa (Bcrita Negaru
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

6, Pcraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tah",n
2Cl14 tentang Pemilihan Kepala Dcsa [Berita Negar;l
RepubUk Indonesia THhull :201'1 NULDor ~Oq2).
sebagnlmana telah diubah dengan Pcraturan Mfmlen
Dalam Negcri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturnn Mentel'! Dalam Negeri Nornor 112 Tahun
'21)14 tenllJng Pemlllhan Kepala Desa (Bcrita Nep,nro
1?~p1JblikIndonesia. Tahun 2017 Nemer 122])j

5. Peru Iurun Mentel'! Dalarn Negcri Nomor 111 Tnhun
20 L4 ten tang Pedoman Teknis Perui urun ill Desa
(Berita Ncgara Republik Indonesia 'l'ahun 2014 Nomor
20g 1);

" Pernturnn Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang
Pcraturan Pelaksarmnn Undang-Uudang Noinor ()
Tahun 2U J 4 tentang Desn (Lembaran Negara Repuhlik
indonesia Tahun 201'1 Nomor 123, Tarnhahnn
Lembaran Negara Republik. indonesia Nomor 553<:l),
ecbagaimana t~lf1h diuhuh bebcrapa kali terakhir
dtH1giill Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20EI
Perubahan Kedua attUl Peruturan Pcinonntah Nomor '1:1
Tuhun 2014 lenta..ng Peraturan Pelaksanaan undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 renrnng DeMU [Leruburau
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 I,
Tambahan Lcinbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

3. Undang-Undang NOID()r 23 'Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Dacrah [Lcmbaran Negara Republik
Indonesin Tuhun 2014 NomoI' 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terukhir
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Taliun 2014 tentnng Pemcrintahan Dacrah (Lernbarnn
Ncgara Republile Indonesia Tahun 2010 Nomor !'i8,
'rambahen Lernbaran Negora Republlk Indonesia Nomor
G679);

. ,
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(2) SyaTai untuk depot diangkat menjadi Perangkat Desa adalah scbagal
berikut:
B. warga ncgara Rcpublik Indonesia, bcrtakwa kepada Tuhan Yang Mnho

El:Sa,memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Rcpubllk Indonesia 'rahun 1945, st:rtu
mernpcrtahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuau
Republlk indonesia dan Bhirmeka Tunggal Ika;

b. bcrpcndidiknn pilling renrluh Rp.lmlah menengah umum atau yang
sedernjat;

c. bcrusia minimal 20 (dUB puhrh] iahun dan maksimal 42 (empat puluh
dual tahun:

d. dihapus
e. tidak sedang menjalani hukuman pidans penjara;
f. tidak p¢rlla!l dijatuhi pidana penjara PerdasarlH''l1putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
liud3k pidana yang diancnm dengnn pidana penjara paling singkat 5
[lima] tahun atau lebih, kecuali 5 [lima] tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengurnumkan secara jujur dan terbuka

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Dt:IS;'1. dari Warga Dcsa Y!),Jlgtelah
mcmcnuhi pcreyaratan.

1. KetentulUl PaIIal 12 ayat (1) dan .,at (2) diubah, MhiiluaMlell&kapnya
Pasa,l 12 betbWlyi sebagai berlkut :

"Pasal12

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nornor 4
'I'ahun 2018 tentang Struktur OrgFlni:<U'lsidnn TFltFlK~rjA Pernerin Ill}, Dp.~aSerta
Pengangkatan dan Pemberhentlan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupatcn Hulu Bungal Utara Tahun 2018 Nomor 4) diubah eebcgai berilrut:

Pasal l

PERATURAN BUPATT TEN1'ANG PERUBAHAN ATAS
PIl:RATURANBUPATI NOMOR 4 TABUN 2018 TENTANG
STRUKTUR URGANlSASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA SERTA PENGANGKATAN DAN PEMDERIIENTIAN
PERANGKATDESA.

Mcnotapkan

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu SUJ1gaiUlara Nornor
5 Tahun 2017 tentang Pcmcrintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017
Nomor 5);

10. Peraturan Bupo.ti Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun
2018 tentang Struktur Organiaasl dan Tara Kerja
Pernerintah Desa Sertn Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara 'I'ahun 2018 Nomor 4);
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(2) Rural Perrnchonan sebagalmana dirnaksud pudu uyat ll), duampiri
dengan pcrsyaratan admlnistrasi sebugai berikut :

a, fotokopi kartu tanda penduduk yang ruasih berlaku dan dilegalisasi
Pciabat yang berwenang arau SUrat Kctcrangan Tanda Penduduk;

b. !4lJrul pcrnyataan bei takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
memegang teguh dan rnengamalkan Pancaslla, Undang-Undang Dnsnr
Negara Rcpubllk Indonesia Tahun 11)'10, mempcrtahankan dan
mernelihuru keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoncaia dan
Bhinncka Tunggal lka, yang dibuot oleh vung bersangkutan eli atas
kertas bcrmaters: cu kIIp;

c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sarnpai dengan .yazah
lr.rAkhir yang dilegalisasi oleh pcjabat berwenung uluu eurat
pernyataan dar! pcjabat yang bcrwenang;

d. folokopi ukte kelahiran atau surat keterangan kenai lahlr;

1..:, drhapua
f !1uml ketarnngan dari Pengadilan y:itliH sacnerangkan bahwn y;me

beraangkutan ~
- tidak sedang menjalani hukuman pidanu penjura;
- tidak pernah dijatuln pidana penjuru berdasarkan putusan

pengudilun yWlg tel..-thmempunvai k~klli'lt;;ln hukum tctap karenn
rnelakukan tindak pidana yang diancam dcngan pidana penjarn
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; don

- tidak sedang dicabut hale pilihnya sesuat dengan putusan
pengadilan yang tclah mempunyoi kekuatan hukwn temp;

g. surat keterangan schat jasmani dan rohani, scrta bebas narkoba dan
zat adiktif luirmya dad dokter Pemerintah; chin

h. sural ketcrangan Kepala Desa, bahwa yang bersa ngkutan tidak
mcmiliki hubungan scdarah atal.1 perkllwinan dengan Kcpala Desa
yaitu suumi/isteri, Elnak, oreng IlJlI, Kauuaca, sa.udarn nYflh/lbu,
mertuR, clem/ a~ll u)enslltu.

(1) Untuk uopot menjadi colon Perangkat Dcsa, calon mcngaluka» surat
permohouan yang dibuat oleh yang bersangkutan di 1-1114:-1kl:rlus
bcrmatcral cukup.

2. KEitentu8n Pasal 13 ayat (2) huruf ., dan h diubah. serta humf e
cUbapus, aehu.gga selengkapnya Pasal 13 b~,.bUDyi sebagai berikul;

"PaMI I~

kepada publik bahwa ynng bersangkutan pernah dipidana serta bukan
l)~hagliipelaku k,,<i(jhal;~11 berulang-ulang,

g. lidak sedang dicabut hak pillhuya seaual dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyui kekuatan hukum tetap;

h. seha tjasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
i. tidak ada hubungan sedarah atau pcrkawinan dengan Kepala Desa,
yaitu suamiylstcrl, anak, orangtua, saudara, saudaru ayab /Ibu,
mcrtua, dan menantu:

j. memcnuhi kclcngkapan pcrsyaratan adminiutrusi."
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m. merangkap jabatan atau pekerjnun pada Instanai lain yung sifatnya
mcngikat eaat ketentuen jam kerja Pemerintah Dcsa; dan

4. K"t~Dtuan Paeal J 9 huruf ) dlubab, dan ditambah 2 (dua) huruf baru,
yalm1 buruf m dan buruf u. _bingg& lIelengkapnya Paeal 19 berhuuyl
5eha&aiberikut:

Masa jabatan Perangkal 1)\:::Ili terhrtung scjnk diterbitkannya Kep'1tut;nn
Kepala Desa sampai dengan paling lama berusia 60 [enarn puluh) tahun."

"Pnsal 17

3. Ketentuan Pa8al 17 cliubab,.ebingp .e1engkapuya Paw 17 berbunyl
_bagai berikut:

(3) Surat keterangan aebagaimana dimaksud pada ayat. (1)huruf f dan huruf
g, dapat diaarnpaikan setelah yane bersangkutan dinvatakcn lulue
st:leksi/ penyarlngan, dan apablla terbukti tidak benar / nips11mksn, Tim
wajib rnenyn taka n ~IJ~I)1'."

1. Sural pernyataan bersedia berdomisili eli desa tersebut apabila sudah
diangkat menjadi pcrangkat dcsa bagi calon pcrangkat desa yang
berdomisilidi Iuar wilayah desa tersebul.

5

hari kerja berturut­
tanpa alasan Y(lng

Perangkat Desa dilarang:
a. merugikan kepcn: ingHTlurnurn;
b. membual kcputuaan yang menguntungkan diri scndiri, anggotfl.

keluarga, pihak lain, dan/atall golongan tcrtcntu;
c. mcnyalehgunakan wcwenang, tugcs, hok, dan/a'lau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diekriminatif terhadap wargu dllTl/ulau golongan

masyarakat tcrtcntu;
c. melakukan tindakan mcrcaahkan sekelom pole moevnrakat UOM.;

r. melakukan kolusi, korupsi, dan ncpctrsme, menerima uang, barang,
dan/AtBU jesu duri pihak lain yang dapat memengaruhi kcputusan atau
tmdakan yang akan dilRlrukannya;

g. rnenjadi pengurus portni politik;

h. menjadi anggotA ciAn/fltrJu pengurus organlsaal terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/utau UrlJo1J(ot.'l BPD, anggota DPR,

DPD, DP~D Prnvin!oli 111.111 f)PRD Kabupaten, dan jabatan lain yang
ditentukan dalani pcraturan perundangnn-undangan:

j. ikut serta danj atau terlibal dalam kampanye pemilihan umum
darr/atau pcmilihan kepala daerah;

k. melanggar surnpahj'janjl jabatan;

I. meninggalkan tugas sclama GO (enam puluhl
lUiut/tidak berturut-turut dalam 1 (sarul tuhun
jelas dan tidak dapat dipertunggungiawabkan:



e.

c.
d.

VJl~'''~1.Desa diberhentikan eebagaimana dimaksud pada ayat (2)
c karena:
telah genap 60 (enam puluh] tahun;

sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan
telah mempunyai kekuatan hukurn tetap;

Il'CJlU"UtU.ll!j'ln retap;
lagi memenuhi persyaratan aebagai peraugkat desa; dall/ atau

nerangga r Iarangan sebagai perangkat desa,

b.

dunia:
~<:rUlil"U:Ol<Ulscndiri: dan/atau

entikan(3)

Desa mernberhentikan Perangkat Desu setelah berkcnsultaal
p..,..i:!an Camat.(2)

"Pasa121(1)

I6l1lqi1l1,~.n Paial 21 ayat (6) diubah don ditambah 2 [dun] ayat barn,
7) dan ayat (8), sehingga aeleiigkapeya PaaaI 21 berbunyi

dllll).tDhal scnksi ndministrutif berupa Teguran Lisen, Tegurllll Tertulis
Pernvataan Tidak Puas Seoara Tertulie tidak ditaatl maka dapat

dengan pemberhentian sementara dan/ ata'l.\
"

administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan
..In.I>,,'nt<,nn tidnk punA secoru rerrulia dianmpaiknn leepndn yang
yal~angiltu1tandisertai dengan upaya pembinaan oleh Kepala Desa yang

IlktJ.lcaendengan Berita Acara Pernbinaan serta Surat Pernyutaan dun
bcrsangkutan untuk bcrscdia mcntaati kctentuan yang berlaku;(5)

(4)

tf!r1'llinhal teguran tertulis yang dlberikan tidak ditaati dalam waktu 7
hari, maka dilanjutkan dengsn pernyatasn tidak pUBS secara

hal teguran lisan yang dlberikan tldak dliuuii dalarn waktu 7
UI:I.Il,o"lJ hari, maka dilanjutkan dcngan tcguran tcrtulis.(3)

l DeH~Jyllng rnelanggar larangan scbagaimana dimaksud dalam
19 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran Ilsan.(2)

"Pasa120(1)

'belrtllliLll Paw 20 ayat 11) dan (2) diubah, dliLlldiam:.bah 3 (tip) ayat
ayat (3), ayat (4), dan ayat IS), "hmgga selengkapnyaPilsCll

IILK'Y' aebagai berUmt=

tugaspelakeanaan

n. 6

6.

6.
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(2) Jam kerja pcrangkat Desa diatur sebagai berikut ;
a. han Senin jam 08.00 s.d 16.00 wita istlrahat jam 12.00 s.d. 13,00

wita;
b. han Selasa jam 08.00 s.d 16.00 wita lstlrahat jSU11 12.00 s.d. 13.00

wita;

(1) Pakalan dinas perangkat Desa diatur sebagai berikut :
a, han Senin mengenakan pakaian dinas harlan warna coklat khaki;
U. had Selasa inengenakan pakaian dinos harian warna coklat khaki;
c. hari Rabu rnengenakun pakaian dinas atasan kemeja warna putih

dan bawahau Warns. gelap;
d. hun Kamis rnengenaka n pakaian batik / sastrangau, dan
e. hari .rum'at mcngcnakan pakaian olahraga.

Pasal25

"BAB VITI
PAKAll\N DIN~S DI\N JI\M KER.JI\ PERANGKATDESI\

8. Bunyi DABVDI diubah. ketentuan Paw 2S diubah dan ditambah 1
(Ratu) ayat ham. yakni ayat (2). _hingga selenglmpnyaberbunyi sebagai
berikat:

(1) Kopala Dcsa dapal mcngangkat maksimal 2 (dua) orang unsur staf
Perangkat, Desa sesuai kernampuan keuangan Desa, yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desai

(2) Dihapus."

"PailaJ24

7. KetentuaJl Pallial24 a.yat (1) dlubah dan ayat (2) dthapus aehingga
5clcngkapnyaPaw 24berbunyi sebapi berlkuq

(7) Persyaratan scbagai Pernngknl Desa sebagalmana ditnaksud ayat (3)
huruf d mengacu pada Paaal 12 ayat (2) kecuali hnruf i.

(8) Pemberhentian Pcrangkat Deea yang tidak rnernerruhi ketentuan yang
berlaku dan tidak sesuai dengan prosedur pembcrhentian yang
dltctapkan, dinyatakan batal demi hu1nln1 dan runjangan Perangkat
Desa yang baru tidak holeh dibayar."

(6) Rekomendasi tcrtulia Camat scbagairnana dimaksud pacta ayat (5)
didasarkan pada persyaratan pemberhcntian pernngkat Desa,

(5) Pernberhentian Pcrangkat Desa sebagaimana dimaksud pndn nynt (2)
hurul' c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat,

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputuaan Kepala Des€!.dan
disarnpai ka n kepada Cumut paling Iambat 14 (empat belas) han setelah
illIe tapkan.

7



P!Il~IIP HSUTAHUN 2UZUNO.1.
mlP1:RUIiAHAN S()I'~' (It'Yt

Ditetapkan eli Arnuruai
pada tanggal I!; April 2020

Peraturan Bupati mulai bcrlaku pada tangg~-udlundangknn
Agar setiap orang mengctahui, mernerintahkun pellKIJltUanp;an Peraturan
BUPRti ini dengan menerupatkannya dalsm Berita Daerah Kabupatcll Hulu
SUl1gai Utara,

Pasal TT

(2) Perangkat Desa sebagairnaria dirnaksud pada ayat (1) yang diangkat
secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang
dari 60 (cnam puluh) tahun diangknt sumpai dengan usia. 60 (enam
pululi) tahun."

(1) Perangkat Desa yang diaugkut sebeluur dJldnplulIlIl.YH Perat.uran
Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnyu
berdasarkan surat keputusan pen~ungkatannya;

"Pasal28

10. Ketentuan Paaal 28 cliubab dan ditambah 1 (satul ayat baru, yakDl ayat
(2). sehJngga bcrbunyi scbagw. berikut;

(2) .Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud padu ayat (l) dilakaanukn»
sesuai dcngan ketcntuan pcraturan perundang-undaugan."

(l) S~lflin penghasilan I~IHPpt-:rangkHII1I'$amenerirna jarninnn kesehntan
dan dapat mcnerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan
lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, dengan
memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa;

"Pasru26

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehlnaa selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

C. had Rabu jam 08.00 a.d 1fiOO wita istirahal jam 12.00 s.d. 13.00
wita;

d. hari Kamis jam 08.00 s.d 16.00 wita istirahat jam 12.00 s.d. 13.00
wita: dan

e. hari .Jum'at jam 08.00 s.d 11.00 wit'."."

8
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BERITA DAERAH KABUJ.'ATI!;NHULU SUNGAI UTJ\RA
TAIJUN 2020 NOMOR 1'1.

SEKRETARlS DAERAH KABVPATEN
HULU SUN AI UTARA,

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal \S' April 2020
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